
Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau 

tambahan informasi dari aspek hukum 

Tidak Kantongi Izin, Lima Bangunan Disegel Pemko 

PAYAKUMBUH, METRO 

Sebanyak Lima bangunan tak berizin dan melanggar peraturan perundang-undangan 

disegel olehTim Penertiban Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota 

Payakumbuh, Senin (19/4). 

Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim Mengatakan, berdasarkan rapat persiapan 

pelaksanaan penyegelan bangunan yang dilaksanakan Jumat (16/4) lalu, terdapat enam bangunan 

yang rencananya akan ditertibkan. “Tapi dari rentang persiapan sampai tahap penyegelan hari ini 

ada satu unit bangunan yang sebelumnya telah diberikan teguran karena melanggar dan tidak 

berizin, dan pemiliknya langsung melakukan pembongkaran bangunannya sendiri berupa kios di 

Kelurahan Padang Data Tanah Mati,” kata Kadis PUPR Muslim kepada media setelah proses 

penyegelan. 

Lima bangunan yang disegel tersebut terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan 

Payakumbuh Utara sebanyak dua bangunan dan di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak tiga 

bangunan dan Payakumbuh Timur satu bangunan. 

Dikatakan Muslim, sebelum dilakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut, Dinas 

PUPR telah terlebih dahulu memberikan teguran beberapa kali kepada pemilik bangunan. 

“Penyegelan ini merupakan tahapan setelah diberikan teguran, dimana kita memberikan teguran 

sebanyak 3 kali, karena tidak ada respon dari pemilik bangunan makanya dilakukan penyegelan,” 

terang Muslim. 

“Untuk segel akan kita buka setelah pemilik bangunan mengurus semua perizinannya,” 

tukuknya. 

Kadis PUPR juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang akan 

mendirika bangunan agar tidak ragu dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena 

pengurusannya tidak sulit dan cepat. “Jika masyarakat melakukan pengurusan dan syaratnya 

lengkap, paling lama pengurusan IMB Hanya 6 hari kerja, dan untuk biayanya berdasarkan luas 

dan jenis bangunan,” ucapnya. 



“Kepada seluruh warga Payakumbuh sebelum mendirikan bangunan uruslah izinnya 

terlebih dahulu karena pengurusannya mudah dan cepat,” ajaknya. 

Dalam penyegelan tersebut, Dinas PUPR Payakumbuh dibantu oleh Satpol PP, kepolisian, 

dan unsur TNI. Dan apabila setelah penyegelan tidak ada tindaklanjut dari pemilik bangunan maka 

tahapan lebih lanjut akan dilakukan pembongkaran. “Kalau menurut aturan, itu dua minggu setelah 

penyegelan tidak ada tindak lanjut dari pemilik bangunan kita akan surati yang bersangkutan untuk 

melakukan pembongkaran sendiri agar bahan bangunan yang dibongkar itu tetap bisa 

dimanfaatkan. Kalau tidak dilakukan baru kita lakukan pembongkaran,” pungkasnya. (uus) 

Sumber berita: https://posmetropadang.co.id/tidak-kantongi-izin-lima-bangunan-disegel-pemko/, 

20 April 2021. 

Catatan Berita: 

 IMB termasuk kedalam Jenis Retribusi Perizinan Tertentu. 

 Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah 

Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

 Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu 

bangunan. 

 Pemberian izin tersebut meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan 

pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, 

dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan 

(KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang 

meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati 

bangunan tersebut. 

 Tidak termasuk objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah. 

 Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin 

tertentu dari Pemerintah Daerah. 
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 Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. 

 Teknis pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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